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Pengaruh Kompetensi Auditor dan Peran Whistleblower terhadap
Pendeteksian Kecurangan pada Pengadaan Barang Dan Jasa
The Effect of Competence of Auditors and The Role of Whistleblower




Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kompetensi auditor dan
peran whistleblower terhadap pendeteksian kecurangan pada pengadaan barang
dan jasa. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan model regresi
berganda dan diuji dengan menggunakan uji kualitas data, uji asumsi klasik dan
uji hipotesis dengan menggunakan software SPSS 23. Sampel dalam penelitian
ini sebanyak 62 responden. Responden tersebut adalah auditor yang bekerja di
Kantor Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
Provinsi Sulawesi Selatan. Sampel dalam penelitian ini ditentukan dengan
menggunakan random sampling. Kuesioner dalam penelitian ini menggunakan
skala likert. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa variabel kompetensi
auditor dan peran whistleblower berpengaruh simultan maupun parsial terhadap
pendeteksian kecurangan pada pengadaan barang dan jasa.
Kata kunci: kompetensi, auditor, whistleblower, pendeteksian kecurangan.
This research aimed to analyze the effect of the competence of auditors and the
role of whistleblower on detection of fraud in the procurement of goods and
services. This research is using quantitative method with multiple regression
model and tested using the test data quality, classic assumption test hypothesis
test using SPSS software 23. The sample in this study were 62 respondents. The
respondents are auditors who worked at The Representative Office of Badan
Pegawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) in South Suawesi. The
sample in this study was determined by using random sampling. The
questionnaire in this study using a Likert scale. The results in this study indicate
that the variable competence of auditors and the role of whistleblower effect
simultaneously and partially to the detection of fraud in the procurement of goods
and services.
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Kegiatan pengadaan barang dan jasa merupakan salah satu sumber korupsi
terbesar dalam sektor keuangan publik (Tuanakotta, 2016:431). 41 dari 106
perkara yang disidik oleh KPK pada tahun 2015 (Laporan Tahunan KPK Tahun
2015:72) merupakan pengadaan barang dan jasa. Di sisi lain, pemerintah telah
berusaha mengeluarkan beberapa peraturan untuk memperketat proses
pengadaan barang dan jasa sehingga tidak terjadi kebocoran lagi.
Pengaturan Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) menjadi Peraturan presiden
(Perpres) merupakan bagian dari usaha penyelenggaraan pemerintah yang
menjunjung keterbukaan, transparansi, akuntabilitas, dan persaingan sehat.
Untuk mencapai penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan didukung dengan
pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, dan akuntabel, Perpres PBJ telah
beberapa kali mengalami perubahan. Hal ini dimaksudkan untuk menyesuaikan
Perpres PBJ dengan perkembangan pemerintahan. Selain itu, perubahan
Perpres PBJ juga untuk mengisi kekosongan hukum atas beberapa poin strategis
yang belum diatur sebelumnya sehingga menjadi celah tindak pidana korupsi.
Berbagai modus kecurangan yang dilakukan dalam pengadaan barang dan
jasa seharusnya dapat dideteksi dari awal. Auditor memiliki peranan penting
dalam mendeteksi kecurangan yang terjadi.
Karyono (2013:121) menyatakan “setiap auditor baik auditor independen,
auditor intern maupun auditor pemerintah punya tanggung jawab mendeteksi
2fraud. Tanggung jawab auditor independen untuk mendeteksi fraud diatur dalam
standar profesinya”.
Besarnya harapan para pemakai laporan hasil audit terkadang melebihi
peran dan tanggung jawab auditor. Pengguna laporan hasil audit terkadang
mempunyai harapan besar agar kekliruan, ketidakberesan, kecurangan dan
pelanggaran hukum dapat dideteksi oleh auditor. Yeni (2000) dalam Retno
(2007:2) menyatakan “semakin banyaknya tuntutan masyarakat mengenai
profesionalisme auditor menunjukkan besarnya expectation gap”.
Harapan pemakai laporan hasil audit perlu ditanggapi serius oleh auditor.
Auditor bertanggung jawab atas pendeteksian kecurangan. Walaupun tidak ada
jaminan penuh bahwa seorang auditor akan dapat mendeteksi kecurangan,
ketidakberesan yang terjadi. Oleh karena itu, auditor harus merancang auditnya
untuk memberikan keyakinan memadai bahwa pendeteksian kekeliruan,
ketidakberesan dan pelanggaran hukum yang material telah dilakukan
(Karyono,2013:122).
Namun fakta menunjukkan bahwa kecurangan yang terjadi semakin
kompleks sehingga mengakibatkan pendeteksian kecurangan oleh auditor dapat
mengalami kegagalan. Sebagai contoh yaitu penanganan kasus korupsi
pengadaan e-KTP pada Kementerian dalam Negeri tahun 2011 yang ditangani
KPK. Proyek pengadaan tersebut sebelumnya telah dilakukan beberapa kali
audit oleh BPK dan BPKP. Namun KPK menemukan adanya dugaan korupsi
pada proyek tersebut. (Amalia, 2016. Gamawan Fauzi sebut proyek e-KTP sudah
diaudit oleh BPK dan BPKP, Online, https://www.merdeka.com, diakses tanggal
13 Oktober 2016).
Fakta tersebut diperkuat oleh Ardiansyah (2013) yang menyebutkan bahwa
kasus-kasus korupsi yang terjadi di Indonesia saat ini menimbulkan opini negatif
3masyarakat menyangkut ketidakmampuan profesi auditor dalam menjalankan
tugas khususnya dalam pendeteksian kecurangan. Pernyataan Ardiansyah
(2013) tersebut didukung oleh Amiruddin dan Sundari (2010), yang menyatakan
bahwa saat ini telah terjadi expecatation gap antara masyarakat dan auditor.
Masyarakat menginginkan agar dalam pemeriksaannya, auditor senantiasa
selalu bisa menemukan kecurangan yang terjadi tetapi kenyataannya auditor
terkadang tidak mampu menemukan kecurangan tersebut karena adanya
keterbatasan-keterbatasan dalam mendeteksi adanya kecurangan.
Kegagalan dalam mendeteksi terjadinya kecurangan dapat terjadi karena
beberapa faktor. Faktor tersebut berasal dari sisi internal dalam diri auditor
maupun sisi eksternal (Nina,2015:5). Dari sisi internal yaitu kompetensi seorang
auditor. Perbedaan kompetensi seorang auditor dapat menghasilkan perbedaan
keberhasilan dalam mendeteksi kecurangan.
Probabilitas auditor dalam menemukan kekeliruan dan ketidakberesan
dalam laporan keuangan yang diaudit dipengaruhi oleh kemampuan teknis
auditor (pendidikan, pengalaman, dan profesionalisme), independensi, dan
perilaku auditor dalam pelaksanaan audit (De Angelo, 1980 dalam
Hasni,2011:56). Specific knowledge seorang auditor akan mendukung kinerja.
Berdasarkan Bologna (Hasni,2011:56) specific knowledge dalam ilmu auditing
dan akuntansi; hukum dan peraturan, pamahaman fraud, investigative mentaly;
phsycology, komputer dan teknologi informasi, serta kemampuan komunikasi
untuk mendukung kinerja dalam penilaian fraud sebagai alat untuk mengukur
kinerja auditor.
Selain dari sisi internal, sisi eksternal auditor mempunyai pengaruh dalam
kegagalan pendeteksian kecurangan. Sisi eksternal ini dapat berasal dari
karakteristik kecurangan yang semakin kompleks dan disusun rapi oleh pelaku
4kecurangan. Terkadang sikap tertutup dari manajemen menyulitkan auditor untuk
mendeteksi kecurangan. Namun di sisi lain auditor mendapat titik terang dari
laporan whistleblower.
Berdasarkan data dari Association of Certified Fraud Examiners, 2016
Report to the Nation on Occupational Fraud and Abuse menunjukkan bahwa
fraud terungkap karena ada petunjuk yang dilaporkan secara informal (tip atau
whistleblower). Persentase tersebut menjadi tingkat pertama dari beberapa
bentuk pengungkapan kecurangan dalam berbagai kasus.
Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kompetensi auditor
dan peran whistleblower mempunyai pengaruh terhadap pendeteksian
kecurangan. Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang telah dilakukan
oleh Nina (2015) dan Widiyastuti (2009) yang berkesimpulan bahwa kompetensi
auditor berpengaruh pada pendeteksian kecurangan. Dan penelitian yang
dilakukan oleh Tika (2015) yang berkesimpulan bahwa whistleblower
berpengaruh terhadap pendeteksian kecurangan.
Berdasarkan uraian di atas dan masih jarangnya penelitian tentang faktor-
faktor yang mempengaruhi pendeteksian kecurangan membuat hal tersebut
menarik untuk diteliti. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian
sebelumnya yaitu lingkup variabel Y dikhususkan pada pengadaan barang dan
jasa. Berbeda dengan penelitian sebelumnya dengan lingkup yang lebih luas
ataupun lingkup pendeteksian kecurangan pada laporan keuangan. Selain
perbedaan tersebut, penelitian ini mengambil objek yang berbeda yaitu pada
auditor yang berada di lingkungan Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi
Selatan dengan pertimbangan banyaknya auditor pada kantor tersebut dibanding
dengan perwakilan BPKP yang lain di pulau Sulawesi.
51.2 Rumusan Masalah
Rumusan masalah dalam penelitian ini berdasarkan latar belakang di atas
adalah sebagai berikut.
1. Apakah kompetensi auditor berpengaruh terhadap pendeteksian kecurangan
pada Pengadaan Barang dan Jasa?
2. Apakah peran whistleblower berpengaruh terhadap pendeteksian
kecurangan pada Pengadaan Barang dan Jasa?
3. Apakah kompetensi auditor dan peran whistleblower secara simultan
berpengaruh terhadap pendeteksian kecurangan pada pengadaan barang
dan jasa?
1.3 Tujuan Penelitian
Berdasarkan perumusan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai dalam
penelitian ini adalah sebagai berikut.
1. Untuk mengukur pengaruh kompetensi auditor terhadap pendeteksian
kecurangan pada Pengadaan Barang dan Jasa.
2. Untuk mengukur pengaruh peran whistleblower terhadap pendeteksian
kecurangan pada Pengadaan Barang dan Jasa.
3. Untuk mengukur pengaruh kompetensi auditor dan peran whistleblower
terhadap pendeteksian kecurangan pada pengadaan barang dan jasa.
1.4 Kegunaan Penelitian
1.4.1 Kegunaan Teoretis
Penelitian ini dapat memberikan kegunaan kepada para akademisi dan para
peneliti berikutnya yaitu sebagai berikut.
1. Para akademisi, sebagai referensi/bahan ajar atau tambahan wawasan
dalam bidang audit internal.
62. Para peneliti berikutnya, sebagai referensi untuk meneliti topik yang berkaitan
dengan audit internal di sektor publik.
1.4.2 Kegunaan Praktis
Hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi kepada praktisi dan Pemerintah
yaitu sebagai berikut.
1. Praktisi
Hasil penelitian ini dapat berguna bagi para aparat pengawasan intern
pemerintah (APIP) yang meliputi BPKP, inspektorat jenderal
kementerian/lembaga, inspektorat provinsi, dan inspektorat kabupaten/kota.
Bukti empiris yang terungkap dalam penelitian ini diharapkan dapat memacu
APIP untuk meningkatkan kompetensinya.
2. Pemerintah
Pentingnya keseriusan dalam memberantas korupsi yang dapat diperankan
oleh semua unsur dalam pemerintah. Hal ini dengan mendukung dan
menjaga kerahasian serta perlindungan bagi para whistleblower yang
berusaha untuk melaporkan kejadian yang patut diduga dapat merugikan
keuangan negara.
1.5 Sistematika Penelitian
Penelitian ini terdiri atas lima bab dengan sistematika pembahasan sebagai
berikut.
BAB I Merupakan bab pendahuluan yang meliputi subbab latar belakang,
rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan
sistematika penelitian.
BAB II Merupakan bab tinjauan pustaka yang meliputi subbab landasan teori,
kerangka penelitian, dan hipotesis. Landasan teori meliputi teori
7keagenan, Pengadaan Barang dan Jasa, kompetensi auditor dan
whistleblower.
BAB III Merupakan bab metode penelitian yang terdiri atas subbab rancangan
penelitian, tempat dan waktu, populasi dan sampel, jenis dan sumber
data, teknik pengumpulan data, variabel penelitian dan definisi
operasional, instrumen penelitian, dan analisis data.
BAB IV Merupakan hasil penelitian yang meliputi pembahasannya secara
kronologis dan sistematis sesuai dengan perumusan masalah serta
tujuan penelitian.
BAB V Merupakan bab penutup yang meliputi sub bab simpulan, implikasi,
keterbatasan penelitian, dan saran.
8BAB II
TINJAUAN  PUSTAKA
2.1 Tinjauan Teori dan Konsep
2.1.1 Teori Atribusi
Teori atribusi pertama kali dikemukakan oleh Heider tahun 1958. Teori ini
digunakan untuk mengembangkan penjelasan tentang cara-cara kita menilai
individu secara berbeda, bergantung pada arti yang kita hubungkan dengan
perilaku tertentu. Pada dasarnya, teori ini mengemukakan bahwa ketika
mengobservasi perilaku seorang individu, kita berupaya untuk menentukan
apakah perilaku tersebut disebabkan secara internal atau eksternal. Perilaku
internal adalah perilaku yang diyakini dipengaruhi oleh kendali pribadi seorang
individu. Sedangkan perilaku yang disebabkan secara eksternal dianggap
sebagai akibat dari sebab-sebab luar, yaitu, individu tersebut telah berperilaku
demikian yang disebabkan oleh situasi tertentu (Stephen dan Timothy, 2008:177)
Teori atribusi telah dikemukakan untuk mengembangkan penjelasan tentang
cara-cara kita menilai individu. Ketika mengobservasi individu, kita berusaha
untuk mengembangkan berbagai penjelasan tentang mengapa mereka
berperilaku dengan cara-cara tertentu.
Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa teori atribusi mengacu
kepada penyebab suatu kejadian atau hasil yang diperoleh berdasarkan persepsi
individu. Dalam penelitian ini teori atribusi digunakan untuk menjelaskan
pengaruh kompetensi dan peran whistleblower terhadap auditor dalam
melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
9Kompetensi yang dimiliki auditor harus dapat merumuskan pendapatnya
dengan baik dan dapat mendeteksi kecurangan. Pencapain tujuan audit akan
didukung oleh aspek-aspek pribadi dari seseorang yang dapat juga didefinisikan
sebagai sebuah kompetensi seorang auditor, di mana kompetensi sendiri
merupakan kemampuan auditor dalam mengaplikasikan pengetahuan yang
dimiliki baik pengetahuan tersebut dari pendidikan formal maupun dari
pengalaman dalam melakukan audit.
Untuk mencapai hasil yang diharapkan, auditor juga memperoleh informasi
dari whistleblower untuk dapat mendeteksi kecurangan yang terjadi.
Whistleblower dalam penelitian ini dikategorikan sebagai penyebab eksternal
yang mengacu pada lingkungan sekitar yang dapat mempengaruhi perilaku
(Intan 2015:8).
2.1.2 Prosocial Organizational Behavior Theory
Brief dan Motowidlo (Rustiarini 2015:4) mendefinisikan prosocial
organizational behavior sebagai perilaku/tindakan yang dilakukan oleh anggota
sebuah organisasi terhadap individu, kelompok, atau organisasi yang ditujukan
untuk meningkatkan kesejahteraan individu, kelompok, atau organisasi tersebut.
Perilaku prososial (prosocial behavior) juga diartikan sebagai setiap perilaku
sosial positif yang bertujuan untuk menguntungkan atau memberikan manfaat
pada orang lain (Penner et al., 2005). Perilaku prososial dapat dilatarbelakangi
motif kepedulian pada diri sendiri dan mungkin pula merupakan perbuatan
menolong yang dilakukan murni tanpa adanya keinginan untuk mengambil
keuntungan atau meminta balasan.
Prosocial behavior menjadi teori yang mendukung terjadinya whistleblowing.
Brief dan Motowidlo (Rustiarini 2015:4) menyebutkan whistleblowing sebagai
salah satu dari 13 bentuk prosocial organizational behavior. Hal tersebut sejalan
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dengan pendapat Dozier dan Miceli (Rustiarini 2015:4) yang menyatakan bahwa
tindakan whistleblowing dapat dipandang sebagai perilaku prososial karena
perilaku tersebut memberikan manfaat bagi orang lain (atau organisasi)
disamping juga bermanfaat bagi whistleblower itu sendiri.
Miceli dan Near (Rustiarini 2015:4) mengemukakan bahwa whistleblower
melakukan pelaporan dugaan pelanggaran dalam upaya membantu korban dan
memberikan manfaat bagi organisasi karena mereka yakin bahwa perbuatan
pelanggaran tersebut tidak sesuai dengan nilai-nilai yang dianut oleh organisasi.
Pada prinsipnya seorang whistleblower merupakan ‘prosocial behaviour’ yang
menekankan untuk membantu pihak lain dalam menyehatkan sebuah organisasi
atau perusahaan.
Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa teori prosocial
organizational behavior mengacu kepada perilaku prososial yang menekankan
untuk membantu pihak lain dengan informasi sehingga dapat memberi manfaat
kepada organisasi. Dalam penelitian ini teori prosocial organizational behavior
digunakan untuk menjelaskan pengaruh peran whistleblower terhadap auditor
dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam mendeteksi
kecurangan.
2.1.3 Regulasi yang Berkaitan dengan Pengadaan Barang dan Jasa
Pengadaan barang/jasa pemerintah dilakukan dengan mengacu pada
sejumlah peraturan dan kebijakan. Dasar hukum dan ketentuan/peraturan
pengadaan barang/jasa dapat dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu dasar
hukum utama dan dasar hukum terkait.
1. Dasar hukum utama
Dasar hukum utama yang digunakan sebagai daar pelaksanaan pengadaan
barang/jasa pemerintah adalah sebagai berikut.
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1) Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;
2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan-Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan
Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3956);
4) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4855);
5) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 tahun 2007 tentang
Lembaga Kebijakan Pengandaan Barang/Jasa Pemerintah
6) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
2. Dasar hukum terkait
Sedangkan dasar hukum yang terkait dengan pelaksanaan pengadaan
barang/jasa pemerintah adalah sebagai berikut.
1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang
Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
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2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Pennyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi,Kolusi
dan Nepotisme
3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara.
4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2000 tentang
Jasa Konstruksi.
5) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang
Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah.
6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010
Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000
Tentang Usaha Dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi
7) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Pembinaan Jasa
Konstruksi
8) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010
Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002
Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara.
Kebijakan umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bertujuan untuk
mensinergikan ketentuan Pengadaan Barang/Jasa dengan kebijakan-kebijakan
di sektor lainnya. Langkah-langkah kebijakan yang akan ditempuh Pemerintah
dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ini adalah sebagai berikut.
1. Peningkatan penggunaan produksi Barang/Jasa dalam negeri yang
sasarannya untuk memperluas kesempatan kerja dan basis industri dalam
negeri dalam rangka meningkatkan ketahanan ekonomi dan daya saing
nasional;
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2. Kemandirian industri pertahanan, industri alat utama sistem senjata
(Alutsista) dan industri alat material khusus (Almatsus) dalam negeri;
3. Peningkatan peran serta Usaha Mikro, Usaha Kecil, koperasi kecil dan
kelompok masyarakat dalam Pengadaan Barang/Jasa;
4. Perhatian terhadap aspek pemanfaatan sumber daya alam dan pelestarian
fungsi lingkungan hidup secara arif untuk menjamin terlaksananya
pembangunan berkelanjutan;
5. Peningkatan penggunaan teknologi informasi dan transaksi elektronik;
6. Penyederhanaan ketentuan dan tata cara untuk mempercepat proses
pengambilan keputusan dalam Pengadaan Barang/Jasa;
7. Peningkatan profesionalisme, kemandirian, dan tanggung jawab para pihak
yang terlibat dalam perencanaan dan proses Pengadaan Barang/Jasa;
8. Peningkatan penerimaan negara melalui sektor perpajakan;
9. Penumbuhkembangan peran usaha nasional;
10. Penumbuhkembangan industri kreatif inovatif, budaya dan hasil penelitian
laboratorium atau institusi pendidikan dalam negeri;
11. Memanfaatkan sarana/prasarana penelitian dan pengembangan dalam
negeri;
12. Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di dalam wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia, termasuk di Kantor Perwakilan Republik Indonesia; dan
13. Pengumuman secara terbuka rencana dan pelaksanaan Pengadaan
Barang/Jasa di masing-masing Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja
Pemerintah Daerah/Institusi lainnya kepada masyarakat luas.
2.1.4 Konsep Dasar pengadaan Barang dan Jasa
Pengadaan Barang Milik Negara/Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip
efisien, efektif, transparan danterbuka, bersaing, adil, dan akuntabel. Hal ini
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sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana terakhir kali diubah dengan Peraturan
Presiden Nomor 4 Tahun 2015.
Pengadaan Barang/jasa pemerintah menurut Peraturan Presiden Nomor 4
Tahun 2015, Pasal 1 ayat 1 adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa
oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja PerangkatDaerah/Institusi yang
prosesnya dimulai dariperencanaan kebutuhan sampai diselesaikannyaseluruh
kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa.
Pengadaan Barang/jasa pemerintah dapat berupa barang, pekerjaan
konstruksi, jasa konsultasi, dan jasa lainnya.
Pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah dilakukan sebagai berikut.
1. Swakelola
Swakelola adalah Pengadaan Barang/Jasa dimana pekerjaannya
direncanakan,dikerjakan, dan/atau diawasi sendiri oleh K/L/D/I sebagai
penanggung jawab anggaran,instansi pemerintah lain dan/atau kelompok
masyarakat.
2. Pemilihan Penyedia Barang/Jasa
Pada prinsipnya, Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa
Lainnya dilakukan melalui metode Pelelangan Umum dengan
Pascakualifikasi.Khusus untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi yang
bersifat kompleks dandiyakini jumlah penyedianya terbatas, pemilihan Penyedia
Barang/ Penyedia PekerjaanKonstruksi dilakukan dengan Pelelangan Terbatas.
Pengadaan pekerjaan yang tidak kompleks dan bernilai paling tinggi
Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dapat dilakukan dengan Pelelangan
Sederhana untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya; atau Pemilihan Langsung
untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi.
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Penunjukan Langsung terhadap 1 (satu) Penyedia Barang/ Pekerjaan
Konstruksi/JasaLainnya dapat dilakukan dalam hal:a) keadaan tertentu;
dan/ataub) pengadaan Barang khusus/Pekerjaan Konstruksi khusus/ Jasa
Lainnya yang bersifatkhusus.
Pengadaan Langsung dapat dilakukan terhadap Pengadaan Barang/
Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp200.000.000,00
(dua ratus jutarupiah), dengan ketentuan:a) kebutuhan operasional K/L/D/I;b)
teknologi sederhana; c) risiko kecil; dan/ataud) dilaksanakan oleh Penyedia
Barang/Jasa usaha orang perseorangan dan/atau badan usaha kecil serta
koperasi kecil, kecuali untuk paket pekerjaan yang menuntut kompetensi teknis
yang tidak dapat dipenuhi oleh Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan koperasi kecil.
Selanjutnya, tahapan pemilihan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa
lainnya dengan metode pelelangan umum pascakualifikasi meliputi kegiatan
sebagai berikut.
1. Pengumuman;
2. Pendaftaran dan pengambilan dokumen pengadaan;
3. Pemberian penjelasan (aanwijzing);
4. Pemasukan dokumen penawaran;









13. Penunjukkan penyedia barang/jasa.
2.1.5 Bentuk Kecurangan pada Pengadaan Barang dan Jasa
Berdasarkan teori keagenan dengan memperhatikan permasalahan yang
timbul atas hubungan keagenan yaitu konflik kepentingan dan asimetri informasi
antara agen dan prinsipal mengakibatkan terjadinya kecurangan. Kecurangan
bisa saja terjadi dari berbagai aspek yang dapat dimanfaatkan oleh agen untuk
mencapai keuntungan yang menjadi tujuannya.
Istilah kecurangan (fraud) berbeda dengan istilah kekeliruan (errors) (Suryo,
1999:53). Faktor utama yang membedakan antara kecurangan dengan
kekeliruan adalah tindakan yang mendasarinya, apakah termasuk tindakan yang
disengaja atau tidak disengaja yang dapat mengakibatkan terjadinya salah saji
(misstatement) dalam laporan keuangan. Jika tindakan yang menyebabkan salah
saji tersebut dilakukan secara sengaja, maka disebut kecurangan. Sedangkan
tindakan yang dilakukan secara tidak sengaja disebut dengan kekeliruan.
Terdapat 3 (tiga) faktor pendorong seseorang melakukan kecurangan, yang
dikenal sebagai ”fraud triangle” (Tuanakotta, 2016:207), yaitu sebagai berikut.
a. Opportunity (kesempatan), untuk melakukan kecurangan tergantung pada
kedudukan pelaku terhadap objek. Umumnya, manajemen suatu organisasi
atau perusahaan mempunyai kesempatan yang lebih besar untuk melakukan
kecurangan daripada karyawan.
b. Pressure (tekanan), untuk melakukan kecurangan lebih banyak tergantung
pada kondisi individu, seperti sedang menghadapi masalah keuangan,
kebiasaan buruk seseorang seperti berjudi dan peminum, atau mempunyai
harapan atau tujuan yang tidak realistik.
c. Rationalization (rasionalisasi), terjadi apabila seseorang membangun
pembenaran atas kecurangan yang dilakukan.
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Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) mengkategorikan
kecurangan ke dalam tiga kelompok (fraud tree), yaitu (Tuanakotta, 2016:196)
sebagai berikut.
a. Corruption (korupsi), korupsi menurut ACFE, terbagi dalam pertentangan
kepentingan (conflict of interest), suap (bribery), pemberian ilegal (illegal
gratuity), dan pemerasan (economic exortion).
b. Fraudulent Statements (kecurangan laporan keuangan), kecurangan ini
didefinisikan sebagai kecurangan yang dilakukan oleh manajemen dalam
bentuk salah saji material laporan keuangan yang merugikan investor dan
kreditor. Kecurangan ini dapat bersifat finansial maupun non finansial.
c. Asset misappropriation (penyalahgunaan aset), penyalahgunaan aset dapat
digolongkan ke dalam kecurangan kas dan kecurangan atas persediaan dan
aset lainnya, serta pengeluaran-pengeluaran biaya secara curang
(fraudulent disbursement).
Konflik kepentingan sering kita jumpai dalam berbagai bentuk, di antaranya
bisnis yang dilakukan oleh pejabat pemerintah ataupun keluarga pejabat yang
bersangkutan. Biasanya dengan mengikutsertakan perusahaan keluarga ke
dalam suatu proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan pejabat tersebut.
Penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah dapat diketahui
dengan banyaknya penanganan tindak pidana korupsi terkait pengadaan barang
dan jasa yang dilakukan oleh pihak yang berwenang seperti Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK), BPK, BPKP, Kepolisian dan Kejaksaan.
Kompleksitas permasalahan kecurangan dalam pengadaan barang dan jasa
timbul sebagai akibat banyaknya personil yang terlibat, adanya kepentingan dari
vendor agar mereka tetap ditunjuk sebagai penyedia barang/jasa sehingga
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dalam setiap aktivitas pengadaan barang/jasa sangat kental dengan nuansa
KKN-nya.
Beberapa bentuk kecurangan yang terjadi pada pengadaan barang/jasa
pada pemerintahan yaitu sebagai berikut.
a. Penyuapan atau bribery.
Tommie dan Aaron (2010:83) mendefinisikan “Bribery can be defined as the
offering, giving, receiving, or soliciting anything of value to influence an official act
or business decision”.
KPK (2006:29) mendefinisikan suap dengan cakupannya yaitu (1) setiap
orang, (2) memberi sesuatu, (3) kepada pegawai negeri atau penyelenggaran
negara, (4) karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan
dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.
Penyuapan biasanya dilakukan oleh rekanan kepada bupati, walikota,
gubernur, dirjen, menteri, pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran,
pejabat pembuat komitmen, panitia penerima barang dan jasa atau kepada
anggota pokja ULP. Tujuan penyuapan ini adalah agar pengelola pengadaan
memenangkan penawaran dari rekanan, supaya pengelola kegiatan menerima
barang/jasa yang diserahkan rekanan di mana kualitas dan atau kuantitasnya
lebih rendah dibandingkan yang diperjanjikan dalam kontrak.
b. Menggabungkan atau Memecah Paket Pekerjaan
Berkaitan dengan pemaketan pekerjaan Perpres 54 tahun 2010 pada pasal
24 ayat 3 mengatur prosedur sebagai berikut.
Dalam melakukan pemaketan Barang/Jasa, PA dilarang:
1) menyatukan atau memusatkan beberapa kegiatan yang tersebar di
beberapa lokasi/daerah yang menurut sifat pekerjaan dan tingkat
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efisiensinya seharusnya dilakukan di beberapa lokasi/daerah masing-
masing;
2) menyatukan beberapa paket pengadaan yang menurut sifat dan jenis
pekerjaannya bisa dipisahkan dan/atau besaran nilainya seharusnya
dilakukan oleh Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil;
3) memecah Pengadaan Barang/Jasa menjadi beberapa paket dengan maksud
menghindari pelelangan; dan/atau
4) menentukan kriteria, persyaratan atau prosedur pengadaan yang
diskriminatif dan/atau dengan pertimbangan yang tidak obyektif.
Pemecahan atau penggabungan paket bisa dilakukan dengan pertimbangan
yang jelas dan sesuai dengan prinsip pengadaan yang efektif dan efisien.
Pemecahan paket dapat dilakukan karena perbedaan target penyedia,
perbedaan lokasi penerima/pengguna barang yang cukup signifikan, atau
perbedaan waktu pemakaian dari barang dan jasa tersebut. Dalam Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun Undang-undang Nomor 31
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak mengatur ancaman
perbuatan menggabungkan atau memecah paket. Pada perpres 54 tahun 2010
jo Perpres 70 tahun 2012 juga tidak ada ancaman terhadap penggabungan atau
pemecahan paket. Ancaman tindak pidana muncul apabila dapat dibuktikan
bahwa pemecahan atau penggabungan paket tersebut diikuti dengan praktek
penggelembungan harga. Apabila hal ini terjadi maka praktek penggelembungan
harga inilah yang diancam hukuman.
c. Penggelembungan harga
Merujuk pada Perpres 54 tahun 2010 diatur mengenai etika pengadaan
dimana pada pasal 6 disebutkan salah satunya adalah menghindari dan
mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam
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pengadaan barang dan jasa. Etika pengadaan tersebut menegaskan bahwa
rekanan maupun pengelola pengadaan secara tegas dilarang melaksanakan
pengadaan barang/jasa yang dapat mengakibatkan pemborosan keuangan
negara. Semua peristiwa tindak pidana pengadaan barang dan jasa hampir
selalu mengakibatkan pemborosan.
Praktek penggelembungan harga ini diawali dari penentuan HPS yang
terlalu tinggi karena penawaran harga peserta lelang/seleksi tidak boleh melebihi
HPS sebagaimana diatur pada pasal 66 Perepres 54 tahun 2010 dimana HPS
adalah dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah untuk
Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/JasaLainnya dan Pengadaan Jasa
Konsultansi yang menggunakan metode Pagu Anggaran. Penyusunan HPS
dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat
dipertanggungjawabkan.
d. Mengurangi kuantitas dan atau kualitas barang dan jasa
Dalam setiap pengadaan barang dan jasa senantiasa diikuti dengan bukti
perjanjian baik dalam bentuk Surat Perjanjian/kontrak maupun Surat Perintah
Kerja (SPK). Kontrak adalah bentuk kesepakatan tertulis antara penyedia dan
pengguna barang/jasa tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak. Dalam
kontrak selalu diatur tentang kuantitas dan kualitas barang dan jasa yang
diperjanjikan, sehingga setiap usaha untuk mengurangi kuantitas atau kualitas
barang dan jasa adalah tindak pidana.
Pengurangan kuantitas dan kualitas ini seringkali dilakukan bersamaan
dengan pemalsuan dokumen berita acara serah terima barang, dimana
penyerahan barang diikuti berita acara yang menyatakan bahwa penyerahan
barang telah dilakukan sesuai dengan kontrak.
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Pada Perpres 54 tahun 2010 pada pasal 18 diatur tentang tugas pokok dan
kewenangan dari Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP), dimana
PPHP mempunyai tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut :
1) melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai
dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak;
2) menerima hasil Pengadaan Barang/Jasa setelah melalui pemeriksaan/
pengujian; dan
3) membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.
Secara legal formal tanggung jawab untuk menyatakan bahwa barang atau
jasa yang diserahkan telah sesuai dengan kontrak baik kualitas maupun
kuantitasnya adalah PPHP. Namun secara material penyedia barang dan jasa
juga harus bertanggungjawab terhadap kekurangan ini. Penyedia yang
melakukan kecurangan ini bisa dikenai tindak pidana sebagaimana diatur dalam
Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi. Pasal 7 UU 20 Tahun 2001 merujuk pada Pasal 387 dan Pasal 388
KUHP yang kualifikasinya adalah melakukan perbuatan curang bagi pemborong,
ahli bangunan dan pengawas, sehingga membahayakan keamanan orang atau
barang dan membahayakan keselamatan negara
Perbuatan curang yang dilakukan adalah pemborong misalnya melakukan
pembangunan suatu bangunan tidak sesuai atau menyalahi ketentuan yang
sudah diatur dan disepakati yang tertuang dalam surat perjanjian kerja atau
leveransir, bahan bangunan yang dipesan/dibeli darinya tidak sesuai dengan
yang diperjanjikan. Perbutan curang ini tidak perlu mengakibatkan bangunan itu
roboh atau negara menjadi betul-betul bahaya, karena dalam unsurnya dikatakan
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"dapat membahayakan keamanan orang atau barang dan membahayakan
keselamatan negara"
e. Penunjukan langsung
Penunjukan langsung adalah metode pemilihan penyedia barang/jasa
dengan menunjuk langsung 1 penyedia barang/jasa yang memenuhi syarat.
Dalam Perpres 54 tahun 2010 pasal 38 menyebutkan bahwa penunjukan
langsung dapat dilakukan dalam hal:
1) keadaan tertentu; dan/atau
2) pengadaan Barang khusus/Pekerjaan Konstruksi khusus/Jasa Lainnya yang
bersifat khusus.
Penunjukan langsung dapat dilakukan sepanjang memenuhi kriteria yang
diuraikan secara ketat pada pasal 38 dan pasal 44. Penunjukan langsung yang
terjadi diluar yang telah ditetapkan dalam Perpres tersebut adalah ilegal. Dalam
beberapa kasus penunjukan langsung ini juga diikuti dengan pengelembungan
harga, karena tentu harus ada fee yang diberikan penyedia barang/jasa sebagai
ucapan terimakasih kepada pejabat yang menunjuk.
f. Kolusi antara penyedia dan pengelola pengadaan.
Kolusi yang bisa memicu terjadinya tindak pidana antara lain.
1) Membuat spesifikasi barang/jasa yang mengarah ke rekanan tertentu
2) Mengatur/Merekayasa Proses Pengadaan
3) Membuat syarat-syarat untuk membatasi peserta lelang
Pada Perpres 54 tahun 2010 pada pasal 24 disebutkan tentang pelarangan
menentukan kriteria, persyaratan atau prosedur pengadaan yang diskriminatif
dan/atau dengan pertimbangan yang tidak obyektif.
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Muara dari kolusi tersebut adalah peniadaan kompetisi dalam pengadaan
barang dan jasa. Kompetisi dalam pengadaan publik berarti penyedia secara
independen bersaing untuk menawarkan barang/jasa dalam suatu proses
pemilihan. Kompetisi yang sehat merupakan elemen kunci yang akan
menghasilkan penawaran yang paling menguntungkan bagi pemerintah
khususnya harga paling rendah dan kualitas barang yang paling baik. Bagi
penyedia kompetisi berfungsi sebagai pendorong penting tumbuhnya inovasi
produk barang/jasa untuk menghasilkan produk terbaik dengan harga bersaing.
Kompetisi hanya bisa tercapai jika tidak ada kolusi dalam tender, salah satu
masalah yang paling menonjol dalam korupsi pengadaan di sektor publik.
Penyedia akan bersaing dengan sehat ketika mereka yakin bahwa mereka
disediakan semua informasi yang sama dan akan dievaluasi dengan metode
evaluasi yang tidak diskriminatif, serta tersedia mekanisme untuk melakukan
sanggahan terhadap keputusan hasil evaluasi.
2.1.6 Mendeteksi Kecurangan
SAS 99 memberikan pedoman bagi auditor dalam menilai risiko kecurangan.
Auditor memikul tanggung jawab untuk menanggappi risiko kecurangan dengan
merencanakan dan melaksanakan audit guna memperoleh kepastian yang layak
bahwa kecurangan akan terdeteksi.
Auditor adalah pihak yang wajib mendeteksi dan mencegah terjadinya
kecurangan, tak terkecuali auditor pemerintah. Di dalam Standar Pemeriksa
Keuangan Negara (SPKN, 2007) yang merupakan peraturan bagi auditor
pemerintah Indonesia, dinyatakan bahwa pemeriksa bertanggung jawab untuk
mengungkapkan semua hal yang material atau signifikan yang diketahuinya,
yang apabila tidak diungkapkan dapat mengakibatkan kesalahpahaman para
pengguna hasil pemeriksaan, kesalahan dalam penyajian hasilnya, atau
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menutupi praktik-praktik yang tidak patut atau tidak sesuai dengan perundang-
undangan. Dengan adanya peraturan tersebut, maka auditor pemerintah wajib
untuk mencegah dan mendeteksi kecurangan yang dapat terjadi pada entitas
yang di auditnya.
Orang atau kelompok orang yang melaksanakan audit, dikelompokkan
menjadi tiga golongan, yaitu auditor independen, auditor intern, dan auditor
pemerintah (Mulyadi, 2002:28). Auditor independen merupakan auditor
profesional yang menyediakan jasanya kepada masyarakat umum, terutama
dalam bidang audit atas laporan keuangan yang dibuat kliennya. Audit ini
ditujukan untuk memenuhi kebutuhan para pengguna informasi keuangan,
seperti kreditor, investor, dan instansi pemerintah (terutama instansi pajak).
Sedangkan auditor intern merupakan auditor yang bekerja dalam perusahaan
(perusahaan negara maupun perusahaan swasta) yang tugas pokoknya adalah
menentukan baik tidaknya penjagaan terhadap kekayaan organisasi,
rnenentukan efisiensi dan efektivitas prosedur kegiatan organisasi, serta
menentukan keandalan informasi yang dihasilkan oleh berbagai bagian
organisasi.
Auditor pemerintah merupakan auditor profesional yang bekerja di instansi
pemerintah yang tugas pokoknya melakukan audit atas pertanggungjawaban
keuangan yang disajikan oleh unit-unit organisasi atau entitas pemerintahan atau
pertanggungjawaban keuangan yang ditujukan kepada pemerintah. Badan audit
yang terdapat di Indonesia yaitu Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan (BPKP), Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-
RI), dan Inspektorat pada masing-masing instansi yang bersangkutan. BPKP
adalah instansi pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada presiden
dalam bidang pengawasan keuangan dan pembangunan yang dilaksanakan
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pemerintah. Tugas pokok auditor yang bekerja di BPKP yaitu melaksanakan
audit atas laporan keuangan instansi pemerintahan, proyek-proyek pemerintah,
Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan
perusahaan-perusahaan swasta yang pemerintah mempunyai penyertaan modal
yang besar di dalamnya.
Suatu instansi pemerintah, dapat mengajukan permintaan audit ke BPKP.
Permintaan audit juga dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum seperti
Kepolisian maupun Kejaksaan. Biasanya permintaan audit yang diterima oleh
BPKP dari Kepolisian ataupun Kejaksaan adalah permintaan audit yang bersifat
pemeriksaan atas kecurangan yang telah terjadi. Kecurangan tersebut telah
masuk ke ranah hukum dan perlu pengungkapan dan pengidentifikasian oleh
auditor dari BPKP untuk dijadikan landasan penarikan hukum oleh seorang
hakim dan dasar pembuktian oleh Kepolisian dan Kejaksaan.
Permasalahan yang menjadi objek permintaan audit oleh aparat penegak
hukum yaitu kecurangan yang bersifat reaktif. Tuanakotta (2010:24) membagi
fraud audit ke dalam dua komponen yaitu fraud audit yang proaktif dan
investigative audit. Istilah mencegah maupun mendeteksi merupakan cakupan
dari fraud audit. Mencegah kecurangan adalah bagian dari fraud audit yang
bersifat proaktif. Sedangkan mendeteksi kecurangan adalah bagian dari fraud
audit yang bersifat investigatif.
Mendeteksi kecurangan berarti melakukan pengidentifikasian atas
kecurangan yang telah terjadi. Sebagaimana diungkapkan sebelumnya bahwa
kecurangan dapat dilakukan oleh siapa saja. Bahkan oleh agen atau manajemen
pun yang dipercaya oleh prinsipal dapat melakukan kecurangan. Oleh karena itu,
seorang auditor harus menyusun dan merencanakan tindakan dan strategi untuk
mendeteksi kecurangan yang telah terjadi.
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Pendeteksian kecurangan mengharuskan auditor untuk memahami jenis-
jenis kecurangan yang terjadi. Hal ini dikarenakan tindakan pendeteksian suatu
masalah tidak dapat digeneralisir untuk masalah lainnya. Karena masing-masing
jenis kecurangan memiliki karakteristik tersendiri.
Berbagai bukti yang harus dikumpulkan oleh seorang auditor tidak
selamanya dapat diketahui secara langsung. Amrizal (2004:11) menyatakan
bahwa “petunjuk adanya kecurangan biasanya ditunjukkan oleh munculnya
gejala-gejala (symptoms) seperti adanya perubahan gaya hidup atau perilaku
seseorang, dokumentasi yang mencurigakan, keluhan dari pelanggan ataupun
kecurigaan dari rekan sekerja”. Hal serupa juga dinyatakan oleh Karyono
(2013:100) bahwa “deteksi fraud dilakukan pula dengan melakukan identifikasi
karakteristik tertentu yang merupakan peringatan dini atau bendera merah (red
flags).
Gejala-gejala ini disebut oleh Leonard (2008:13) sebagai red flage. Leonard
mendefinisikan red flag yaitu “The red flag of fraud is a common term associated
with fraud identifi cation. The red flag indicates that there is a potential for a fraud
scheme. Selanjutnya Leonard (2008:173) menyarankan seorang auditor
menggunakan the red flag untuk mengidentifikasi kecurangan yang terjadi.
The red flag memiliki penanganan yang berbeda-beda tergantung pada
kategori kecurangan (ACFE 2016:10). Tiga kategori besar yaitu asset
misappropriation, corruption, dan financial statement fraud memiliki metode
masing-masing untuk pendeteksian atas kecurangan. Amrizal (2004:10)
menguraikan metode yang digunakan atas masing-masing kategori tersebut,
sebagai berikut:
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1. Kecurangan Laporan Keuangan (Financial Statement Fraud).
Kecurangan dalam penyajian laporan keuangan umumnya dapat dideteksi
melalui analisis laporan keuangan sebagai berikut.
1) Analisis vertikal, yaitu teknik yang digunakan untuk menganalisis hubungan
antara item-item dalam laporan laba rugi, neraca, atau Laporan arus kas
dengan menggambarkannya dalam persentase. Sebagai contoh, adanya
kenaikan persentase hutang niaga dengan total hutang dari rata-rata 28%
menjadi 52% dilain pihak adanya penurunan persentase biaya penjualan
dengan total penjualan dari 20% menjadi 17% mungkin dapat menjadi satu
dasar adanya pemeriksaan kecurangan.
2) Analisis horizontal, yaitu teknik untuk menganalisis persentase- persentase
perubahan item laporan keuangan selama beberapa periode laporan.
Sebagai contoh adanya kenaikan penjualan sebesar 80% sedangkan harga
pokok mengalami kenaikan 140%. Dengan asumsi tidak ada perubahan
lainnya dalam unsur-unsur penjualan dan pembelian, maka hal ini dapat
menimbulkan sangkaan adanya pembelian fiktif, penggelapan, atau
transaksi illegal lainnya.
3) Analisis rasio, yaitu alat untuk mengukur hubungan antara nilai-nilai item
dalam laporan keuangan. Sebagai contoh adalah current ratio, adanya
penggelapan uang atau pencurian kas dapat menyebabkan turunnya
perhitungan rasio tersebut.
2. Asset Misappropriation (Penyalahgunaan aset).
Teknik untuk mendeteksi kecurangan-kecurangan kategori ini sangat banyak
variasinya. Namun, pemahaman yang tepat atas pengendalian intern yang baik
dalam pos-pos tersebut akan sangat membantu dalam melaksanakan
pendeteksian kecurangan.
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Dengan demikian, terdapat banyak sekali teknik yang dapat dipergunakan
untuk mendeteksi setiap kasus penyalahgunaan aset. Masing-masing jenis
kecurangan dapat dideteksi melalui beberapa teknik yang berbeda.
Misalnya, untuk mendeteksi kecurangan dalam pembelian ada beberapa
metode deteksi yang dapat digunakan. Metode-metode tersebut akan sangat
efektif bila digunakan secara kombinasi gabungan, setiap metode deteksi akan
menunjukkan anomalies / gejala penyimpangan yang dapat diinvestigasi lebih
lanjut untuk menentukan ada tidaknya kecurangan. Selain itu, metode-metode
tersebut akan menunjukkan kelemahan-kelemahan dalam pengendalian intern
dan mengingatkan / memberi peringatan pada auditor akan adanya potensi
terjadinya kecurangan di masa mendatang.
1) Analytical review
Suatu review atas berbagai akun yang mungkin menunjukkan ketidak
biasaan atau kegiatan-kegiatan yang tidak diharapkan. Sebagai contoh
adalah perbandingan antara pembelian barang persediaan dengan
penjualan bersihnya yang dapat mengindikasikan adanya pembelian yang
terlalu tinggi atau terlalu rendah biala dibandingkan dengan tingkat
penjualannya. Metode analitis lainnya adalah perbandingan pembelian
persediaan bahan baku dengan tahun sekarang yang mungkin
mengindikasikan adanya kecurangan overbilling scheme atau kecurangan
pembelian ganda.
2) Statistical sampling
Sebagaimana persediaan, dokumen dasar pembelian dapat diuji secara
sampling untuk menentukan ketidakbiasaan (irregularities), metode deteksi
ini akan efektif jika ada kecurigaan terhadap satu attributnya, misalnya
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pemasok fiktif. Suatu daftar alamat PO BOX akan mengungkapkan adanya
pemasok fiktif
3) Vendor or outsider complaints
Komplain / keluhan dari konsumen, pemasok, atau pihak lain merupakan alat
deteksi yang baik yang dapat mengarahkan auditor untuk melakukan
pemeriksaan lebih lanjut.
4) Site visit - observation
Observasi ke lokasi biasanya dapat mengungkapkan ada tidaknya
pengendalian intern di lokasi-lokasi tersebut. Observasi terhadap bagaimana
transaksi akuntansi dilaksanakan kadangkala akan memberi peringatan
pada CFE akan adanya daerah-daerah yang mempunyai potensi
bermasalah
3. Corruption (Korupsi),
Sebagian besar kecurangan ini dapat dideteksi melalui keluhan dari rekan
kerja yang jujur, laporan dari rekan, atau pemasok yang tidak puas dan
menyampaikan komplain ke perusahaan. Atas sangkaan terjadinya kecurangan
ini kemudian dilakukan analisis terhadap tersangka atau transaksinya.
Pendeteksian atas kecurangan ini dapat dilihat dari karakteristik (Red flag) si
penerima maupun si pemberi. Orang-orang yang menerima dana korupsi
ataupun penggelapan dana pada umumnya mempunyai karakteristik (red flag)
sebagai berikut:
1) The Big Spender
2) The Gift taker
3) The Odd couple
4) The Rule breaker The Complainer The Genuine need
30
Sedangkan orang yang melakukan pembayaran mempunyai karakteristik
(red flag) sebagai berikut:
1) The Sleaze factor
2) The too Succesful bidder
3) Poor quality, higher prices
4) The one-person operation
2.1.7 Kompetensi
Pada pernyataan standar umum pertama dalam Standar Audit Intern
Pemerintah terkait penjabaran tentang kompetensi auditor yaitu bahwa auditor
harus mempunyai pendidikan, pengetahuan, keahlian dan keterampilan,
pengalaman, serta kompetensi lain yang diperlukan untuk melaksanakan
tanggung jawabnya sebagai auditor.
Trotter (1986) dalam Herliani (2015:2) mendefinisikan bahwa seorang yang
berkompeten (mempunyai keahlian) adalah orang yang dengan keterampilannya
mengerjakan pekerjaan dengan mudah, cepat, intuitif, dan sangat jarang atau
bahkan tidak pernah membuat kesalahan. Kompetensi memiliki beberapa
komponen, antara lain pengetahuan, ciri-ciri psikologis, kemampuan berpikir,
strategi penentuan keputusan, dan analisis tugas (Abdolmohammadi, dkk (1992)
dalam Widyastuti dan pamudji (2009:56). Sedangkan Tan dan Libby (1997 dalam
Ardini dan Sawajuwono, 2005:101) mengklasifikasikan keahlian audit ke dalam
dua kelompok, yaitu keahlian teknis dan keahlian non teknis. Keahlian teknis
merupakan kemampuan dasar auditor dalam bentuk pengetahuan prosed ural
dan keahlian lain yang masih dalam lingkup akuntansi secara umum dan
auditing, sedangkan keahlian non teknis merupakan kemampuan auditor yang
dipengaruhi oleh faktor personal, seperti karakteristik psikologi, kemampuan
analitik dan berpikir logis, serta strategi pembuatan keputusan.
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Sikap kompetensi diperlukan agar auditor dapat mendeteksi dengan cepat
dan tepat ada atau tidaknya kecurangan serta trik-trik rekayasa yang dilakukan
untuk melakukan kecurangan tersebut. Keahlian yang dimiliki auditor dapat
menjadikannya lebih sensitif (peka) terhadap suatu tindak kecurangan
(Widyastuti dan Pamudji, 2005:59).
2.1.8 Whistleblower
Miceli mendefinisikan whistleblowing sebagai kegiatan pengungkapan
informasi oleh seseorang dalam organisasi kepada pihak-pihak tertentu akibat
adanya pelanggaran atau kejahatan (Rustiarini, 2015:7). Susmanchi menyatakan
bahwa seseorang yang memberitahukan kepada publik atau pejabat yang
berkuasa tentang dugaan ketidakjujuran, kegiatan ilegal atau kesalahan yang
terjadi di pemerintahan, organisasi publik, atau swasta disebut whistleblower
(Rustiarini, 2015:2). Sweeney juga mengungkapkan terkait keberadaan
whistleblower yang memegang peranan penting untuk mengungkapkan skandal
keuangan di perusahaan. Pengaduan dari whistleblower terbukti lebih efektif
untuk mengungkap kecurangan dibandingkan metode lain seperti audit internal
ataupun audit eksternal (Rustiarini, 2015:2).
Efektifitas whistleblowing dalam mengungkapkan kecurangan laporan
keuangan tidak hanya diakui oleh akuntan dan regulator di Amerika Serikat,
namun juga di negara-negara lain. Adanya globalisasi perdagangan perusahaan
sekuritas di bursa nasional juga telah memotivasi legislatif di berbagai negara
untuk mengadopsi undang-undang yang dirancang untuk meningkatkan dan
melindungi keberadaan whistleblowing. Mengingat pentingnya peran
whistleblowing dalam mengungkapkan kecurangan keuangan, maka
pemahaman atas faktor-faktor yang mendasari niat untuk melaporkan
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kecurangan atau penyalahgunaan aset merupakan topik yang sangat penting
(Rustiarini, 2015:7).
Istilah whistleblowing di Indonesia diidentikkan dengan perilaku seseorang
yang melaporkan perbuatan yang berindikasi tindak pidana korupsi di organisasi
tempat bekerja sehingga memiliki akses informasi memadai atas terjadinya
indikasi tindak pidana korupsi tersebut. Sebenarnya whistleblowing tidak hanya
melaporkan masalah korupsi, tetapi juga skandal lain yang melanggar hukum
dan menimbulkan kerugian/ancaman bagi masyarakat. Kasus whistleblowing
yang popular di Indonesia adalah ketika maraknya pemberitaan yang menimpa
Kepolisian RI terkait skandal makelar kasus. Selain itu juga penyampaian
informasi suap dalam pemilihan Deputi Senior BI yang dilakukan oleh anggota
dewan perwakilan rakyat. Peran kedua whistleblower tersebut sangat besar
untuk melindungi negara dari kerugian yang lebih parah dan pelanggaran hukum
yang terjadi.
Syamsuddin (2014) menggunakan empat indikator dalam menilai peran
whistleblower yaitu.
1. Akuntabilitas.
Mardiasmo (2002:20) mendefinisikan akuntabilitas yaitu.
Kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan
pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala
aktivitas dan kegiatan yang menjadi pertanggungjawabannya kepada pihak
pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk
meminta pertanggungjawaban tersebut.
Kemudian Haris dalam menjelaskan terkait whistleblower (2011:71)
menerangkan perlunya aturan dalam melakasanakan pelaporan atas
pengungkapan pelanggaran yang diungkapkan oleh whistleblower. Dengan
adanya sistem pelaporan ini, maka pelaporan yang dilakukan oleh whistleblower
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membutuhkan bukti awal untuk ditindaklanjuti. Sehingga pelaporan tidak
mengarah pada perbuatan fitnah atau menjatuhkan orang lain.
Sistem pelaporan yang ada juga akan menjamin kerahasiaan whistleblower
serta keamanan whistleblower. Saluran pengaduan yang ada harus jelas dan
kepada siapa harus mengajukan pengaduan. Sehingga informasi yang diberikan
oleh whistleblower tidak jatuh kepada pihak yang salah yang dapat
menggunakan informasi dengan tidak semestinya. Bahkan akan berpengaruh
kepada keamanan whistleblower.
2. Menemukan kecurangan.
Data dari Association of Certified Fraud Examiners, 2016 Report to the
Nation on Occupational Fraud and Abuse menunjukkan bahwa fraud terungkap
karena ada petunjuk yang dilaporkan secara informal (tip atau whistleblower).
Laporan yang masuk sebagian besarnya berasal dari pihak internal perusahaan.
Pihak internal perusahaan lebih banyak mengetahui penyimpangan yang terjadi
karena mengikuti proses bisnis perusahaan.
Kecurangan yang ditemukan oleh seorang whistleblower akan sangat
bermafaat untuk menghentikan penyimpangan yang terjadi. Namun
whistleblower dihadapkan pada tantangan yang berat terkait keamanan maupun
posisi ataupun jabatannya dalam organisasi. Pertaruhan tersebut sangat
berpengaruh terhadap seorang whistleblower dalam mengaungkapkan atau
melaporkan penyimpangan yang terjadi.
Teori prosocial organizational behavior menjelaskan hal ini yaitu bagaimana
seorang whistleblower akan melaporkan penyimpangan yang terjadi padahal
mereka mendapatkan ancaman baik pada posisinya di organisasi maupun
ancaman bagi keluarganya. Dalam teori tersebut diungkapkan bahwa individu
atau kelompok yang ada dalam sebuah perusahaan sedikit atau banyak
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jumlahnya akan berusaha untuk memberi manfaat bagi perusahaan dengan cara
melakukan tindakan whistleblowing. Rustiarini (2015:4) mengungkapkan bahwa
motif kepedulian dan memperbaiki diri dan organisasi sangat berperan dalam
melakuka tindakan whistleblowing. Sehingga tidak jarang ditemukan seorang
whistleblower mempertaruhkan jabatannya hany untuk mengungkapkan
penyimpangan yang terjadi.
3. Partisipasi Semua Pihak.
Pengungkapan atas penyimpangan yang terjadi perlu untuk melibatkan
partisipasi semua pihak. Sehingga setiap bagian dalam organisasi ataupun
perusahaan dapat memberikan peran dalam perbaikan organisasi. Hal ini sangat
penting karena prinsipal tidak akan tahu penyimpangan yang terjadi karena tidak
terlibat langsung dalam kegiatan organisasi. Sedangkan agen bahkan di tingkat
yang paling bawah berhubungan langsung pada kegiatan yang dilakukan
organisasi. Sehingga perbaikan organisasi tidak hanya dilakukan oleh pimpinan
tertinggi namun harus didukung oleh semua pihak yang terlibat dalam organisasi
tersebut (Teguh, 2009:117).
4. Peran untuk Kepentingan Masyarakat.
Haris (2011:81) mengungkapkan bahwa perspektif yang harus digunakan
yakni bahwa whistleblowing tidak maerupakan ketidakpatuhan, melainkan
sebagai pemenuhan tanggung jawab kenegaraan. Dalam kerangka ini,
pengungkapan dilakukan untuk melindungi kepentingan masyarakat.
2.2 Tinjauan Empirik
Berbagai penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi
pendeteksian kecurangan telah banyak dilakukan. Berikut ini adalah uraian
mengenai beberapa penelitian sebelumnya dengan hasil penelitian yang
berkaitan dengan variabel yang digunakan.
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Di antaranya penelitian Nina (2015) yang bertujuan untuk mengetahui
besarnya pengaruh kompetensi auditor dan skeptisme profesional terhadap
kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan pada Kantor Akuntan Publik
(KAP) yang terdaftar di otoritas jasa keuangan (OJK) di Bandung. Hasil
penelitiannya yang terkait dengan penelitian ini menyimpulkan bahwa
kompetensi auditor berpengaruh dalam mendeteksi kecurangan.
Penelitian Harry (2015) bertujuan untuk mengetahui pengaruh kompetensi,
skeptisme profesional auditor dalam pendeteksian dan pengaungkapan
kecurangan (fraud). Hasil penelitiannya yang terkait dengan penelitian ini
menunjukkan bahwa kompetensi berpengaruh signifikan terhadap efektivitas
pendeteksian dan pengungkapan kecurangan (fraud).
Penelitian Gina (2014) bertujuan untuk menganalisis dan memperoleh bukti
empiris mengenai pengaruh keahlian audit dan pengalaman audit terhadap
kemampuan auditor mendeteksi kecurangan. Hasilnya yang terkait dengan
penelitian ini menunjukkan bahwa keahlian audit memiliki pengaruh signifikan
terhadap kemampuan auditor mendeteksi kecurangan.
Penelitian Jordan (2010) bertujuan untuk menganalisis pengaruh
pengalaman audit, independensi, dan keahlian profesional terhadap pencegahan
dan pendeteksian kecurangan penyajian laporan keuangan. Hasilnya yang
terkait dengan penelitian ini menyimpulkan bahwa keahlian profesional
berpengaruh signifikan terhadap pencegahan dan pendeteksian kecurangan
penyajian laporan keuangan.
Penelitian Widiyastuti dan Pamudji (2009) bertujuan untuk mengetahui
pengaruh kompetensi, independensi, dan profesionalisme terhadap kemampuan
auditor dalam mendeteksi kecurangan (fraud). Hasilnya yang terkait dengan
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penelitian ini menyimpulkan bahwa kompetensi berpengaruh ppositif terhadap
kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan (fraud).
Penelitian Tika (2015) bertujua untuk mengetahui pengaruh personal cost,
komitmen organisisasional pegawai dan tindakan whistleblowing terhadap
efektivitas pendeteksian kecurangan. Hasilnya yang terkait dengan penelitian ini
menyimpulkan bahwa tindakan whistleblowing berpengaruh secara parsial
terhadap efektivitas pendeteksian kecurangan.
Tinjauan empirik secara ringkas dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut ini.





Nina (2015) Positif signifikan N/A
Harry (2015) Positif signifikan N/A
Tika (2015 N/A Positif signifikan
Gina (2014) Positif signifikan N/A
Jordan (2010) Positif signifikan N/A
Widiyastuti dan Pamudji (2009) Positif signifikan N/A
2.3 Kerangka Penelitian
Sebagai alur pemikiran dalam penelitian ini, dapat digambarkan kerangka
pemikiran sebagai berikut.
Gambar 2.1 Kerangka penelitian
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2.4 Hipotesis
Peran auditor dalam hubungan keagenan adalah untuk menentukan apakah
laporan yang disusun oleh manajemen telah sesuai dengan provisi kontrak dan
prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Oleh karena itu, verifikasi auditor
atas informasi keuangan akan meningkatkan kredibilitas laporan dan mengurangi
risiko informasi, atau risiko bahwa informasi yang beredar akan salah atau tidak
tepat, yang akan memberikan manfaat bagi pemilik perusahaan dan manajemen
(Messier et al., 2008:7).
Hal yang sama juga berlaku bagi auditor internal pemerintah. Peran auditor
dalam hubungan keagenan adalah memberikan keyakinan yang memadai atas
tugas dan fungsi instansi pemerintah (assurance) dan memberikan masukan
yang dapat memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola (consulting), serta
memberikan peringatan dini (early warning system).
Peran dalam hubungan keagenan tersebut dapat terlaksana dengan baik
jika didukung dengan kompetensi auditor, bantuan informasi dari whistleblower
dan SPI. Oleh karena itu penulis merumuskan ke dalam tiga hipotesis sebagai
berikut.
2.4.1 Pengaruh kompetensi auditor terhadap Pendeteksian Kecurangan
pada Pengadaan Barang dan Jasa
Standar Umum Audit Intern Pemerintah Indonesia mengharuskan auditor
melakukan penugasan dengan kompetensi. Diterangkan lebih lanjut dalam
standar umum tersebut bahwa termasuk dalam kewajiban auditor yaitu untuk
meningkatkan kompetensi berupa pendidikan, pengetahuan, keahlian dan
keterampilan, pengalaman, serta kompetensi lain yang diperlukan untuk
melaksanakan tanggung jawabnya. Hal ini selaras dengan pernyataan Boynton
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(2003:18) terkait kompetensi bahwa auditor harus meningkatkan
keterampilannya melampaui standar yang ada.
Secara empiris, sebuah penelitian telah mengungkapkan adanya pengaruh
kompetensi auditor terhadap pendeteksian kecurangan. Nina (2015) dalam
penelitiannya yang berjudul Pengaruh Kompetensi Auditor dan Skeptisme
Profesional Auditor terhadap Upaya Auditor dalam Mendeteksi Kecurangan
(Survey pada Kantor Akuntan Publik yang Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan
(OJK) Bandung), menyimpulkan bahwa kompetensi auditor berpengaruh
terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan.
Dari tinjauan pustaka dan bukti empiris di atas, dapat diprediksi bahwa
semakin tinggi kompetensi seorang auditor maka semakin tinggi pula
kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. Oleh karena itu dapat
dirumuskan hipotesis sebagai berikut.
H1 : Kompetensi auditor berpengaruh positif terhadap Pendeteksian
Kecurangan pada Pengadaan Barang dan Jasa.
2.4.2 Pengaruh Peran Whistleblower terhadap Pendeteksian Kecurangan
pada Pengadaan Barang dan Jasa
Whistleblower mempunyai peranan dalam pendeteksian kecurangan.
Association of Certified Fraud Examiners, 2016 Report to the Nation on
Occupational Fraud and Abuse menunjukkan bahwa fraud terungkap karena ada
petunjuk yang dilaporkan secara informal (tip atau whistleblower). Hal ini juga
diakui oleh akuntan dan regulator di Amerika Serikat serta di negara-negara lain
(Patel, 2003; Miceli et al., 2008).
Dari tinjauan pustaka di atas, dapat diprediksi bahwa semakin banyak konflik
peran seorang whistleblower maka semakin tinggi efektivitas pendeteksian
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kecurangan pada pengadaan barang dan jasa. Oleh karena itu penelitian ini
merumuskan hipotesis sebagai berikut.
H2 : Peran Whistleblower berpengaruh positif terhadap Pendeteksian
Kecurangan pada Pengadaan Barang dan Jasa.
Penelitian dilakukan dengan menggunakan dua variabel sebagai ukuran
dalam mendeteksi kecurangan. Variabel pertama adalah kompetensi auditor.
Variabel kedua adalah peran whistleblower.
Maka berdasarkan uraian di atas maka rumusan hipotesis ketiga (H3)
adalah sebagai berikut.
H3 : Kompetensi auditor dan peran whistleblower secara simultan
berpengaruh positif terhadap pendeteksian kecurangan pada





Penelitian ini berdasarkan rumusan masalah penelitian yang telah diuraikan
sebelumnya bersifat pengujian hipotesis (hipotesis testing) yaitu menguji
hipotesis pengaruh variabel kompetensi auditor dan peran whistleblower
terhadap Pendeteksian Kecurangan pada Pengadaan Barang dan Jasa. Oleh
karena itu, jenis penelitian ini merupakan jenis kuantitatif yang bersifat hubungan
kausalitas.
3.2 Tempat dan Waktu
Penelitian ini dilakukan pada Kantor Perwakilan Badan Pengawasan
Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan. Gedung kantor berada
di jalan Tamalanrea Raya No.2, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Dan
pelaksanaan penelitian direncanakan pada bulan November 2016.
3.3 Populasi dan Sampel
3.3.1 Populasi
Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang
mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk
dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono 2010:80). Populasi
dalam penelitian ini adalah auditor di Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi




Menurut Sekaran dan Bougie (2013:241) “A sample is a subset of the
population. It comprises some members selected from it“, yang dapat diartikan
sampel adalah sebagian dari populasi. Sampel terdiri atas sejumlah anggota
yang dipilih dari populasi dan diharapkan dapat mengambil kesimpulan yang
akan digeneralisasikan ke seluruh populasi.
Bagian data yang diambil tersebut merupakan bagian dari jumlah dan
karakteristik yang dimiliki oleh populasi (Sugiyono, 2010:116). Dengan demikian,
data yang harus diambil harus betul-betul mewakili agar kesimpulannya dapat
diberlakukan untuk populasi tersebut. Metode pemilihan sampel yang digunakan
adalah metode random sampling yaitu teknik pengambilan sampel di mana
semua individu dalam populasi diberi kesempatan yang sama untuk dipilih
menjadi anggota sampel.
Pengambilan sampel dalam penelitian ini disajikan dengan menggunakan
rumus Slovin yaitu:
n = N1 + N e2
Keterangan:
n : Ukuran sampel
N : Ukuran populasi
e : Persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan
sampel dalam penelitian ini diambil nilai e = 5%
n = 1151 + 115 (0,05)2
n = 89,32
Berdasarkan perhitungan yang dilakuakn, jumlah kuesioner yang disebarkan
dalam penelitian ini yaitu sebanyak 89 kuesioner (hasil pembulatan dari 89,32).
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Sampel yang kembali dan digunakan dalam penelitian ini berjumlah 62
kuesioner. Sedangkan yang tidak dikembalikan sebanyak 27 kuesioner.
3.4 Jenis dan Sumber Data
Jenis penelitian ini adalah data subyek. Sedangkan sumber data penelitian
ini adalah sumber data primer sesuai dengan jenis penelitian. Sumber data
primer ini diperoleh dari jawaban responden atas kuesioner yang dibagikan.
3.5 Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan
metode survei kuesioner. Kuesioner penelitian diserahkan langsung kepada
responden atau meminta bantuan salah satu pegawai sebagai person in charge
untuk mengoordinir penyebaran dan pengumpulan kuesioner tersebut.
3.6 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional
3.6.1 Variabel Penelitian
Penelitian ini menggunakan dua macam variabel penelitian, di antaranya
variabel terikat (dependent variable) dan variabel bebas (independent variable).
Variabel terikat yang digunakan dalam rencana penelitian ini adalah
Pendeteksian Kecurangan pada Pengadaan Barang dan Jasa. Sedangkan
variabel bebas yang digunakan adalah sebagai berikut.
1. Kompetensi auditor dan
2. Peran Whistleblower.
3.6.2 Definisi Operasional
3.6.2.1 Pendeteksian Kecurangan pada Pengadaan Barang dan Jasa
Berbagai peraturan mengenai akuntansi dan auditing menunjukkan bahwa
setiap prosedur audit yang dirancang memberikan keyakinan yang memadai.
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Keyakinan tersebut dari (1) mendeteksi tindakan ilegal yang akan memiliki efek
langsung dan material terhadap penentuan dari jumlah laporan keuangan dan (2)
mendeteksi transaksi yang material dari pihak terkait.
Instrumen pengukuran variabel ini menggunakan pernyataan yang
dikembangkan oleh Yusuf (2013). Penelitian tersebut menggunakan tujuh
indikator dalam mengukur variabel pendeteksian kecurangan. Indikator yang






6. Kemudahan Akses, dan
7. Uji Dokumen dan Personal.
Indikator atas keberhasilan pendeteksian kecurangan tersebut diukur
dengan 5 skala Likert dari sangat tidak setuju sampai sangat setuju, yaitu 1
berarti sangat tidak setuju (STS), 2 berarti tidak setuju (TS), 3 kurang setuju (KS),
4 berarti setuju (S), 5 berarti sangat setuju (SS). Semakin tinggi skor variabel ini
berarti tingkat keberhasilan pendeteksian kecurangan pada pengadaan barang
dan jasa semakin tinggi. Sebaliknya, semakin rendah skor ini berarti tingkat
keberhasilan pendeteksian kecurangan pada pengadaan barang dan jasa
semakin rendah.
3.6.2.2 Kompetensi Auditor
Pernyataan standar umum pertama dalam Standar Audit Intern Pemerintah
terkait penjabaran tentang kompetensi auditor yaitu bahwa auditor harus
mempunyai pendidikan, pengetahuan, keahlian dan keterampilan, pengalaman,
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serta kompetensi lain yang diperlukan untuk melaksanakan tanggung jawabnya
sebagai auditor. Indikator yang digunakan untuk mengukur kompetensi ini
diadopsi dari penelitian Taufiq (2010) adalah sebagai berikut.
1. Penguasaan Standar Akuntansi dan Auditing,
2. Wawasan tentang Pemerintahan,
3. Peningkatan keahlian,
4. Gangguan Pribadi, dan
5. Gangguan Ekstern.
Indikator kompetensi tersebut diukur dengan 5 skala Likert dari sangat tidak
setuju sampai sangat setuju, yaitu 1 berarti sangat tidak setuju (STS), 2 berarti
tidak setuju (TS), 3 kurang setuju (KS), 4 berarti setuju (S), 5 berarti sangat
setuju (SS). Semakin tinggi skor variabel ini berarti keberhasilan pendeteksian
kecurangan pada pengadaan barang dan jasa semakin tinggi. Sebaliknya,
semakin rendah skor ini berarti keberhasilan pendeteksian kecurangan pada
pengadaan barang dan jasa semakin rendah.
3.6.2.3 Whistleblower
Seseorang yang memberitahukan kepada publik atau pejabat yang berkuasa
tentang dugaan ketidakjujuran, kegiatan ilegal atau kesalahan yang terjadi di
pemerintahan, organisasi publik, atau swasta disebut whistleblower
(Susmanschi, 2012). Association of Certified Fraud Examiners, 2016 Report to
the Nation on Occupational Fraud and Abuse menunjukkan bahwa fraud
terungkap karena ada petunjuk yang dilaporkan secara informal (tip atau
whistleblower).
Instrumen pengukuran variabel ini menggunakan pernyataan yang
dikembangkan oleh Syamsuddin (2014). Indikator yang digunakan dalam
mengukur whistleblower yaitu akuntabilitas, menemukan kecurangan (fraud),
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partisipasi semua pihak dalam organisasi, dan peran untuk kepentingan
masyarakat.
Indikator tersebut diukur dengan 5 skala Likert dari sangat tidak setuju
sampai sangat setuju, yaitu 1 berarti sangat tidak setuju (STS), 2 berarti tidak
setuju (TS), 3 kurang setuju (KS), 4 berarti setuju (S), 5 berarti sangat setuju
(SS). Semakin tinggi skor variabel ini berarti keberhasilan pendeteksian
kecurangan pada pengadaan barang dan jasa semakin tinggi. Sebaliknya,
semakin rendah skor ini berarti keberhasilan pendeteksian kecurangan pada
pengadaan barang dan jasa semakin rendah.
Tabel 3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional











3. Peningkatan Keahlian 3 Likert
4. Gangguan Pribadi 4 Likert




























4. Metode Audit 2 Likert
5. Bentuk Kecurangan 3 Likert
6. Kemudahan Akses 1 Likert




Instrumen yang digunakan dalam mengukur variabel penelitian ini adalah
kuesioner. Kuesioner penelitian ini didesain dengan mengacu pada prinsip-
prinsip desain kuesioner menurut Sekaran (2003:238), yang tediri atas susunan
kata, kategorisasi dan skala pengukuran, dan penampilan umum kuesioner.
3.7.1 Susunan Kata
Kuesioner dalam penelitian ini bertujuan untuk memeroleh persepsi
responden mengenai pengaruh dari kompetensi auditor, whistleblower, dan SPI
terhadap pendeteksian kecurangan pada pengadaan barang dan jasa untuk
kemudian diukur sehingga dapat diketahui seberapa besar pengaruh faktor-
faktor tersebut. Oleh karena itu, instrumen penelitian ini menggunakan tipe
pertanyaan tertutup (closed question) dengan bentuk pertanyaan yang positif
(positively worded question).
Untuk kebutuhan klasifikasi data, instrumen penelitian ini menggunakan form
isian mengenai identitias responden yang meliputi pendidikan terakhir, masa
kerja, jabatan, dan jenjang peran dalam tim. Kolom nama responden tidak
disertakan supaya responden termotivasi dan tidak ragu untuk memberikan
persepsi yang paling mencerminkan kondisi faktual.
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3.7.2 Kategorisasi dan Pengukuran
Pertanyaan-pertanyaan kuesioner penelitian ini dibagi menjadi empat
kelompok pertanyaan berdasarkan empat variabel penelitian. Pertanyaan
kuesioner ini mengindikasikan suatu indikator pengukuran variabel sebagaimana
telah diuraikan pada subsubbab 3.6.2 Definisi Operasional.
Skala pengukuran kuesioner ini menggunakan skala likert 1 – 5 poin sebagai
berikut.
1. Skala 1 mengindikasikan sangat tidak setuju.
2. Skala 2 mengindikasikan tidak setuju.
3. Skala 3 mengindikasikan netral.
4. Skala 4 mengindikasikan setuju.
5. Skala 5 mengindikasikan sangat setuju.
Skala ini digunakan untuk memeroleh derajat persepsi responden atas setiap
pertanyaan yang tercermin dalam skala yang dipilih.
3.7.3 Penampilan Umum Kuesioner
Kuesioner penelitian ini terdiri atas tiga bagian. Bagian tersebut yaitu perkenalan




Penelitian ini menggunakan model statistik deskriptif untuk menggambarkan
data-data responden, penyebaran kuesioner, dan mendeskripsikan data sampel
yang telah terkumpul tanpa membuat kesimpulan yang berlaku umum, yang
bertujuan untuk mengetahui rata-rata (mean) dan standar deviasi.
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3.8.2 Uji Kompetensi Data
Uji kompetensi data dilakukan melalui dua pengujian, yaitu uji validitas dan
uji reliabilitas. Pengujian tersebut dilakukan untuk mengetahui kompetensi data
yang meliputi konsistensi dan akurasi data yang dikumpulkan.
3.8.2.1 Uji validitas
Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui sah/valid atau tidaknya instrumen
penelitian. Suatu instrumen yang valid dan sahih mempunyai validitas yang
tinggi, yang berarti bahwa alat ukur yang digunakan tersebut sudah tepat. Untuk
menguji validitas kuesioner, penelitian ini menggunakan cara korelasi antar skor
butir pernyataan dengan total skor konstruk atau bivariate antara masing-masing
skor indikator dengan total skor konstruk.
Uji signifikansi yang dilakukan adalah dengan membandingkan nilai r hitung
dengan nilai r tabel untuk degree of freedom (df) = n – 2, dalam hal ini n adalah
jumlah sampel. Uji validitas ini menggunakan aplikasi SPSS 23 dengan fitur
Cronbach Alpha. Instrumen dikatakan valid jika nilai r hitung lebih besar dari r
tabel (r hitung > r tabel) (Ghozali, 2013:53).
3.8.2.2 Uji Reliabilitas
Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui keandalan kuesioner penelitian.
Suatu kuesioner dikatakan andal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan
adalah konsisten dari waktu ke waktu. Untuk menguji reliabilitas kuesioner
penelitian ini menggunakan cara pengukuran sekali saja (one shot). Artinya,
pengukuran dilakukan hanya sekali dan kemudian hasilnya dibandingkan dengan
pernyataan lain atau mengukur korelasi antar jawaban dari pernyataan
instrumen.
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Uji realiabilitas ini menggunakan aplikasi SPSS 23 dengan fitur Cronbach
Alpha. Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai
Cronbach Alpha > 0,70 (Ghozali, 2013:48).
3.8.3 Uji Asumsi Klasik
Uji ini dilakukan untuk mengetahui bahwa data yang diolah adalah sah (tidak
terdapat penyimpangan) serta distribusi normal, maka data tersebut akan diisi
melalui uji asumsi klasik, yaitu sebagai berikut.
3.8.3.1 Uji Normalitas
Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam regresi, varibel terikat
atau variabel bebas memiliki distribusi normal atau tidak. Penelitian ini
menggunakan analisis grafik untuk dalam melakukan pengujian normalitas ini.
Metode grafik yang andal untuk menguji normalitas data adalah dengan
melihat histogram dan normal probability plot. Histogram merupakan grafik yang
membandingkan data observasi dengan distribusi yang mendekati normal.
Sedangkan normal probability plot membandingkan distribusi kumulatif dari
distribusi normal. Dasar pengambilan keputusan melalui analisis ini adalah
sebagai berikut.
1. Jika titik menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis
diagonal, maka pola distribusi dikatakan normal sehingga model regresi
memenuhi asumsi normalitas.
2. Jika titik menyebar jauh dari garis diagonal dan tidak mengikuti arah garis
diagonal, maka pola distribusi tidak normal sehingga model regresi tidak
memenuhi asumsi normalitas.
3.8.3.2 Uji Multikolonieritas
Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi
ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi
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yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen
(Ghozali, 2013:103). Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-
variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal artinya variabel independen yang
nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol.
Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolonieritas di dalam model
regresi, dapat dilihat dari nilai toleran dan varian inflation factor (VIF). Nilai cut off
yang umum digunakan adalah nilai toleran 0,10 atau sama dengan VIF di atas
10. Menurut Ghozali (2013), apabila nilai toleran lebih dari 0,10 atau nilai VIF
kurang dari 10, dapat dikatakan bahwa variabel independen yang digunakan
dalam model dapat dipercaya dan objektif.
3.8.3.3 Uji Heteroskedastisitas
Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi
ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain.
Jika varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka
disebut homoskedatisitas dan jika berbeda disebut heteroskedatisitas. Model
regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi
heteroskesdatisitas (Ghozali, 2013:134).
Pengujian ini dilakukan dengan melihat grafik plot antara prediksi nilai
variabel terikat dengan residualnya. Apabila residual plot yang terjadi tidak
menggambarkan pola tertentu yang sistematis, lebih bersifat acak dan berada
diatas serta dibawah nol pada sumbu Y, maka persamaan regresi yang dipakai
dalam penelitian ini dapat memenuhi asumsi homoskedastisitas atau tidak ada
masalah heteroskedastisitas.
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3.8.4 Analisis Regresi Linear Berganda
Penelitian ini menggunakan metode statistik analisis regresi berganda
(multiple regression). Metode ini dilakukan untuk menguji pengaruh dua atau
lebih variabel independen (explanatory) terhadap satu variabel dependen
(Ghozali, 2013:8). Hubungan antara variabel tetap dengan lebih dari satu
variabel bebas dapat ditulis dalam persamaan linear sebagai berikut.
Y = α + β1X1 + β2X2 + e
Keterangan
Y = Pendeteksian Kecurangan pada Pengadaan Barang dan Jasa
α = konstanta
β1 = koefisien regresi Kompetensi Auditor
β2 = koefisien regresi Peran Whistleblower
X1 = variabel Kompetensi Auditor
X2 = variabel Peran Whistleblower
variabel e = variabel pengganggu
Sementara itu untuk menilai ketepatan fungsi regresi sampel dalam
menaksir nilai aktual peneliain ini akan menilai goodnes of fit suatu model.
Penilaian ini dapat diukur dari nilai koefisien determinasi (R2), nilai statistik F, dan
nilai statistik t.
3.8.4.1 Koefisien determinasi (R2)
Pengujian ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana kemampuan model
dalam menerangkan variasi variabel independen. Nilai koefisien determinasi ini
adalah antara nol dan satu (0 < R2 < 1). Nilai R2 yang kecil berarti kemampuan
variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel terikat sangat terbatas.
Nilai yang hampir mendekati satu berarti variabel-variabel independen
memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi
variabel independen.
3.8.4.2 Uji Signifikansi Keseluruhan dari Regresi Sample (Uji Statistik F)
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Uji statistik F bertujuan untuk menguji hipotesis bahwa b1, b2, dan b3 secara
simultan sama dengan nol, atau
H0 : b1 = b2 = ........ = bk = 0
HA : b1 ≠ b2 ≠ ........ ≠ bk ≠ 0
Uji hipotesis ini disebut juga dengan uji signifikansi secara keseluruhan
terhadap garis regresi yang diobservasi maupun estimasi, apakah Y
berhubungan linear terhadap X1, X2, dan X3. Untuk menguji hipotesis ini
digunakan statistik F dengan kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut.
1. Bilai nilai F lebih besar dari pada 4 maka H0 dapat ditolak pada derajat
kepercayaan 5%. Dengan kata lain, semua variabel bebas secara serentak
dan signifikan memengaruhi variabel tetap.
2. Jika nilai F hitung lebih besar dari F tabel, maka H0 ditolak dan HA diterima.
Dengan kata lain, semua variabel bebas secara serentak dan signifikan
memengaruhi variabel tetap.
3.8.4.3 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)
Uji statistik t bertujuan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu
variabel bebas secara individual dalam menerangkan variasi variabel tetap. H0
yang hendak diuji adalah apakah suatu parameter (bi) sama dengan nol, atau
H0 : bi = 0
Artinya apakah suatu variabel bebas bukan merupakan penjelas yang signifikan
terhadap variabel tetap. Hipotesis alternatifnya (HA) parameter suatu variabel
tidak sama dengan no, atau
HA : bi ≠ 0
Artinya, variabel tersebut merupakan penjelas signifikan terhadap variabel tetap.
Untuk melakukan uji t, kriteria yang digunakan adalah sebagai berikut.
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1. Jika jumlah degree of freedom (df) adalah 20 atau lebih, dan derajat
kepercayaan 5%, maka H0 yang menyatakan bi = 0 dapat ditolak bilai nilai t
lebih besar dari 2 (dalam nilai absolut). Dengan kata lain, suatu variabel
bebas secara individual memengaruhi variabel tetap.
2. Jika nilai statistik t hitung lebih tinggi dibandingkan dengan nilai t tabel, maka






Berdasarkan atas hasil dan pembahasan pada bab sebelumnya, diperoleh
kesimpulan sebagai berikut.
1. Kompetensi auditor berpengaruh positif terhadap pendeteksian kecurangan
pada pengadaan barang dan jasa. Artinya, semakin tinggi kompetensi auditor
akan mengakibatkan semakin tinggi pula pendeteksian kecurangan pada
pengadaan barang dan jasa.
2. Peran whistleblower berpengaruh positif terhadap pendeteksian kecurangan
pada pengadaan barang dan jasa. Artinya, semakin tinggi peran
whistleblower, akan mempengaruhi tingginya pendeteksian kecurangan pada
pengadaan barang dan jasa.
3. Kompetensi auditor dan peran whistleblower secara simultan berpengaruh
positif terhadap pendeteksian kecurangan pada pengadaan barang dan jasa.
Artinya seluruh variabel independen memberikan pengaruh yang signifikan
terhadap pendeteksian kecurangan pada pengadaan barang dan jasa.
5.2 Keterbatasan Penelitian
Penelitian ini memiliki keterbatasan-keterbatasan yang dapat dijadikan
bahan pertimbangan bagi peneliti selanjutnya agar mendapatkan hasil yang lebih
baik lagi. Keterbatasan tersebut yaitu sebagai berikut.
1. Peneliti mengalami kesulitan saat mengumpulkan kuesioner karena
beberapa auditor yang ada di Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan
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sedang melaksanakan audit di luar kota sehingga waktu yang diberikan
dalam menjawab kuesioner semakin terbatas.
2. Penelitian yang dilakukan terbatas pada satu objek penelitian yaitu auditor
internal pemerintahan yang bekerja di Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi
Selatan sehingga hasilnya tidak dapat digeneralisasi untuk auditor secara
keseluruhan.
5.3 Saran
Sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan, disarankan.
1. Untuk auditor yang bekerja pada intansi Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan (BPKP) agar terus meningkatkan kompetensi auditor yang
dimilikinya ke arah yang lebih baik.
2. Apabila variabel penelitian selanjutnya menggunakan variabel dependen dan
independen yang sama dengan peneliti, metode penelitian yang dilakukan
sebaiknya menggunakan metode kualitatif, untuk melihat perbedaan hasil
penelitian antara metode kualitatif dengan metode penelitian kuantitatif yang
peneliti gunakan saat ini.
3. Penelitian selanjutnya perlu ditambahkan metode wawancara terstruktur
kepada masing-masing responden dalam upaya mengumpulkan data,
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Lampiran 2 : KUESIONER




Jenjang : Pengendali mutu Ketua tim











Lama bekerja di BPKP ...............
Petunjuk Pengisian:
Pada daftar pernyataan dibawah ini, isilah dengan melingkari atau membubuhi tanda √
atau tanda X pada angka 1, 2, 3, 4 atau 5 yang mencerminkan kondisi atau fakta yang
sebenarnya terjadi menurut perspektif profesional anda. Angka 1 - 5 tersebut
IDENTITAS RESPONDEN
Berilah tanda centang (√) pada kolom yang tersedia sesuai identitas
...............





DIII S1 S2 S3
2 1 2 3 4 5
3 1 2 3 4 5
4 1 2 3 4 5
5 1 2 3 4 5
6 1 2 3 4 5
7 1 2 3 4 5
8 1 2 3 4 5
9 1 2 3 4 5
10 1 2 3 4 5
11 1 2 3 4 5
12 1 2 3 4 5
B
13 1 2 3 4 5
14 1 2 3 4 5
15 1 2 3 4 5
Akuntabilitas
Setiap melaksanakan tugas audit, saya lakukan penuh pengabdian
dan tanggung jawab
Menemukan Kecurangan
Saya telah melaporkan setiap terjadi penyelewengan keuangan negara
(Fraud ) walaupun pada akhirnya saya di non job atau dimutasikan
Saya telah melaporkan adanya kecurangan jika ditemukan bukti yang
tidak rasional dan berpengaruh signifikan terhadap keuangan negara
Tidak ada gunanya saya melakukan audit dengan sungguh-sungguh.
Saya tahu, ada pihak yang punya wewenang untuk menolak
pertimbangan yang saya berikan pada laporan audit.
Peran Whistleblower
NO PERNYATAAN STS TS N S SS
Saya merasa tidak independen. Auditee meminta temuan yang ada
tidak dicantumkan dalam laporan audit. Saya sulit menolak
permintaan tersebut karena yang bersangkutan adalah kenalan baik
yang sewaktu-waktu mungkin akan saya butuhkan bantuannya.
Saya membatasi lingkup pertanyaan pada saat audit karena auditee
masih punya hubungan darah dengan saya.
Saya menemukan beberapa kesalahan pencatatan yang disengaja
oleh auditee akan tetapi tidak semua kesalahan tersebut saya
laporkan kepada atasan karena saya sudah memperoleh fasilitas yang
cukup baik dari auditee.
Saya memberitahu atasan jika saya memiliki gangguan independensi.
Gangguan Ekstern
Saya tidak peduli apakah saya akan dimutasi karena mengungkapkan
temuan apa adanya.
Saya mampu memahami hal-hal terkait pemerintahan (di antaranya
struktur organisasi, fungsi, program dan kegiatan pemerintahan)
Peningkatan Keahlian
Seiring bertambahnya masa kerja saya sebagai auditor, keahlian
auditing saya pun semakin bertambah.
Saya selalu mengikuti dengan serius pelatihan akuntansi dan audit
yang diselenggarakan internal kantor.
Dengan inisiatif sendiri, saya berusaha meningkatkan penguasaan
akuntansi dan auditing dengan membaca literatur atau mengikuti




Penguasaan Standar Akuntansi dan Auditing
Pendidikan formal yang telah dilalui
Saya memahami dan mampu melakukan audit sesuai standar
akuntansi dan auditing yang berlaku
Wawasan tentang Pemerintahan
NO PERNYATAAN STS TS N S
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16 1 2 3 4 5
17 1 2 3 4 5
C Pendeteksian Kecurangan
18 1 2 3 4 5
19 1 2 3 4 5
20 1 2 3 4 5
21 1 2 3 4 5
22 1 2 3 4 5
23 1 2 3 4 5
24 1 2 3 4 5
25 1 2 3 4 5
26 1 2 3 4 5
27 1 2 3 4 5
28 1 2 3 4 5
29 1 2 3 4 5
30 1 2 3 4 5
Auditor harus dapat mengidentifikasi pihak-pihak yang dapat
melakukan kecurangan pada pengadaan barang dan jasa.
Kemudahan Akses
Ketertutupan pihak manajemen dapat berakibat sulitnya melakukan
pendeteksian kecurangan pada pengadaan barang dan jasa
Kemudahan Akses
Auditor harus melakukan pengujian atas dokumen-dokumen atau
informasi yang diperoleh
Kondisi mental dan pengawasan kerja yang buruk merupakan faktor
yang dapat menyebabkan terjadinya kecurangan pada pengadaan
barang dan jasa.
Metode Audit
Metode dan prosedur audit yang tidak efektif dapat mengakibatkan
kegagalan dalam usaha pendeteksian kecurangan pada pengadaan
barang dan jasa
Auditor menyusun langkah-langkah yang dilakukan guna pendeteksian
kecurangan pada pengadaan barang dan jasa.
Bentuk Kecurangan
Mengidentifikasi atas faktor-faktor penyebab kecurangan, menjadi
dasar untuk memahami kesulitan dan hambatan dalam pendeteksian
kecurangan pada pengadaan barang dan jasa.
Auditor harus dapat memperkirakan bentuk-bentuk kecurangan apa
saja yang bisa terjadi pada pengadaan barang dan jasa.
Mengetahui Karakteristik Kecurangan
Deteksi kecurangan mencakup identifikasi indikator-indikator
kecurangan yang memerlukan tindak lanjut auditor untuk melakukan
investigasi
Auditor harus memahami karakteristik terjadinya kecurangan
Diperlukan standar pengauditan mengenai pendeteksian kecurangan
pada pengadaan barang dan jasa
Memahami Lingkungan Audit
Lingkungan pekerjaan audit sangat mempengaruhi kualitas audit
TS N S SS
Memahami SPI
Sebelum melaksanakan audit, auditor harus memahami struktur
pengendalian internal perusahaan klien
Audit yang saya lakukan dapat mengungkap semua fakta di lapangan
meskipun semua pihak (auditee ) tidak ikut bertanggung jawab
terhadap tujuan audit.
Peran untuk Kepentingan Masyarakat
Bila saya mengetahui anggaran tidak berpihak kepada rakyat, tetapi




SSNO PERNYATAAN STS TS N S
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Lampiran 3 : Karakteristik Responden






20-30 tahun 24 38,71
31-40 tahun 21 33,87
40-50 tahun 10 16,13








0-5 tahun 22 35,48
6-10 tahun 7 11,29





Pengendali Teknis 3 4,84
Ketua Tim 19 30,65
Anggota Tim 40 65,42
Jumlah 62 100
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Lampiran 4 : Hasil Statitistik Deskriptif
Statistik Deskriptif Variabel Kompetensi Auditor
N Minimum Maximum Mean Std. Deviation
KA_1 62 2 4 2,94 0,400
KA_2 62 3 5 3,94 0,624
KA_3 62 3 5 3,97 0,478
KA_4 62 3 5 4,24 0,468
KA_5 62 3 5 4,06 0,508
KA_6 62 3 5 3,95 0,556
KA_7 62 3 5 4,18 0,497
KA_8 62 2 5 3,95 0,493
KA_9 62 3 5 4,05 0,335
KA_10 62 2 5 3,76 0,645
KA_11 62 3 5 3,89 0,576
KA_12 62 3 5 3,42 0,529
Valid N (listwise) 62
Statistik Deskriptif Variabel Peran Whistleblower
N Minimum Maximum Mean Std. Deviation
PW_1 62 3 5 4,31 0,561
PW_2 62 3 5 4,02 0,424
PW_3 62 3 5 4,02 0,496
PW_4 62 2 4 3,48 0,535
PW_5 62 2 5 3,63 0,579
Valid N (listwise) 62
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Statistik Deskriptif Variabel Pendeteksian Kecurangan pada Pengadaan
Barang dan Jasa
N Minimum Maximum Mean Std. Deviation
PK_1 62 2 5 4,16 0,606
PK_2 62 2 5 4,00 0,512
PK_3 62 3 5 4,10 0,503
PK_4 62 3 5 4,10 0,469
PK_5 62 2 5 3,95 0,381
PK_6 62 2 5 3,95 0,493
PK_7 62 3 5 4,03 0,404
PK_8 62 2 5 3,94 0,475
PK_9 62 2 5 4,02 0,461
PK_10 62 3 5 4,05 0,335
PK_11 62 2 5 3,82 0,615
PK_12 62 3 5 4,16 0,518
PK_13 62 3 5 4,02 0,528
Valid N (listwise) 62
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Lampiran 5 : Hasil Uji Kualitas Data
Hasil Uji Validitas Data
Kompetensi Auditor
total
KA_1 Pearson Correlation ,264**
Sig. (2-tailed) ,038
N 62
KA_2 Pearson Correlation ,780**
Sig. (2-tailed) ,000
N 62
KA_3 Pearson Correlation ,650**
Sig. (2-tailed) ,000
N 62
KA_4 Pearson Correlation ,544**
Sig. (2-tailed) ,000
N 62
KA_5 Pearson Correlation ,668**
Sig. (2-tailed) ,000
N 62
KA_6 Pearson Correlation ,706**
Sig. (2-tailed) ,000
N 62
KA_7 Pearson Correlation ,714**
Sig. (2-tailed) ,000
N 62
KA_8 Pearson Correlation ,499**
Sig. (2-tailed) ,000
N 62
KA_9 Pearson Correlation ,625**
Sig. (2-tailed) ,000
N 62
KA_10 Pearson Correlation ,633**
Sig. (2-tailed) ,000
N 62




KA_12 Pearson Correlation ,667**
Sig. (2-tailed) ,000
N 62
total Pearson Correlation 1
Sig. (2-tailed)
N 62
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
Peran Whistleblower
total
PW_1 Pearson Correlation ,721**
Sig. (2-tailed) ,000
N 62
PW_2 Pearson Correlation ,779**
Sig. (2-tailed) ,000
N 62
PW_3 Pearson Correlation ,742**
Sig. (2-tailed) ,000
N 62
PW_4 Pearson Correlation ,668**
Sig. (2-tailed) ,000
N 62
PW_5 Pearson Correlation ,520**
Sig. (2-tailed) ,000
N 62
total Pearson Correlation 1
Sig. (2-tailed)
N 62
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
Pendeteksian Kecurangan
TOTAL
PK_1 Pearson Correlation ,741**
Sig. (2-tailed) ,000
N 62




PK_3 Pearson Correlation ,768**
Sig. (2-tailed) ,000
N 62
PK_4 Pearson Correlation ,697**
Sig. (2-tailed) ,000
N 62
PK_5 Pearson Correlation ,520**
Sig. (2-tailed) ,000
N 62
PK_6 Pearson Correlation ,650**
Sig. (2-tailed) ,000
N 62
PK_7 Pearson Correlation ,717**
Sig. (2-tailed) ,000
N 62
PK_8 Pearson Correlation ,465**
Sig. (2-tailed) ,000
N 62
PK_9 Pearson Correlation ,639**
Sig. (2-tailed) ,000
N 62
PK_10 Pearson Correlation ,695**
Sig. (2-tailed) ,000
N 62
PK_11 Pearson Correlation ,318*
Sig. (2-tailed) ,012
N 62
PK_12 Pearson Correlation ,653**
Sig. (2-tailed) ,000
N 62
PK_13 Pearson Correlation ,503**
Sig. (2-tailed) ,000
N 62




**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).












Alpha N of Items
,858 13
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B Std. Error Beta Tolerance VIF
1 (Constant) 8,903 2,266 3,929 ,000
x1_KA ,199 ,056 ,207 3,554 ,001 ,624 1,602
x2_PW 1,749 ,128 ,795 13,667 ,000 ,624 1,602
















B Std. Error Beta Tolerance VIF
1 (Constant) 5,010 2,535 1,976 ,053
x1_KA ,271 ,061 ,265 4,476 ,000 ,659 1,518
x2_PW 1,749 ,141 ,750 12,686 ,000 ,659 1,518
a. Dependent Variable: y_PK
Uji Determinasi (R2)
Model Summaryb
Model R R Square
Adjusted R
Square
Std. Error of the
Estimate
1 ,930a ,864 ,860 1,453
a. Predictors: (Constant), x2_PW, x1_KA
b. Dependent Variable: y_PK
Uji Statistik F
ANOVAa
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.
1 Regression 792,256 2 396,128 187,695 ,000b
Residual 124,518 59 2,110
Total 916,774 61
a. Dependent Variable: y_PK
b. Predictors: (Constant), x2_PW, x1_KA
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1 (Constant) 1,976 0,053
x1_KA 4,476 0,000 ,659 1,518
x2_PW 12,686 0,000 ,659 1,518
a. Dependent Variable: y_PK
